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Melihat manfaat dan mudarat calon aturan pengganti UU Pajak dan Retribusi Daerah

Siti Masitoh

JAKARTA. Pemerintah daerah
berpeluang meningkatkan
pendapatan asli daerah (PAD)
melalui pemungutan opsen
pajak. Yang penting, wewe-
nang baru ini tak disalahguna-
kan untuk mengeduk penda-
patan dengan cara mencekik
pebisnis di daerah.

Peluang bagi daerah untuk
menggenjot PAD itu tertuang di
Rancangan Undang-Undang
(RUTT) Keuangan antara Peme-
rintah Pusat dan Daerah Ke-
uangan (IMKPD) yang kini te-
ngah digodok pemerintah dan
DPR. Senin (13/9), fraksi-fraksi
DPR menyerahkan Daftar In-
ventarisasi Masalah (DIM) un-
tuk RUU ini (Jikat tabel).

Sebagai catatan, skema op-
sen merupakan pungutan
tambahan atas pajak dengan
persentase tertentu yang dike-
nakan kepada wajib pajak.

Dalam RUU HKPD, skema
opsen akan berlaku untuk dua
Jjenis pajak. Pertama, pajak
kendaraan bermotor (PKB)
dan bea balik nama kendara-
an bermotor (BBNKB) pada
kabupaten/kota. Kedua, pajak
mineral bukan logam dan ba-
tuan (MBLB) pada provinsi.

"Pemberian opsen pajak
tersebut diharapkan mening-

katkan kemandirian daerah
tanpa menambah beban wajib
pajak," kata Menteri Keuang-
an Sti Mulyani Indrawati saat
rapat kerja bersama Komisi
XIDPR, Senin (13/9).

Sri Mulyani menjelaskan,
dalam PKB dan BBNKB, ke-
tentuan.opsen akan menggan-
tikan skema bagi hasil yang
selama ini berjalan antara pe-
merintah provinsi dan kabu-
paten/kota. Selain itu, opsen
juga akan menjadi sumber

Opsen menjadi
sumber
pendapatan asli
daerah bagi
kabupaten/kota.

pendapatan asli daerah bagi
kabupaten/kota.

Sementara tujuan opsen
pajak MBLB adalah untuk
mendorong pemerintah dae-
rah dalam memperkuat peng-
awasan kegiatan pertambang-
an setelah izin dan pengawas-
an tambang batubara dan
mineral (minerba). Cara ini
mendelegasikan sebagian ke-
wenangan pemerintah pusat
kepada provinsi.

Sri Mulyani berharap, ske-

ma opsen pajak akan membu-

yang selama ini berlalu.

akan mengurangi persentase

at sistem administrasi pajak
daerah berjalan lebih baik.
Dengan demikian, pemerintah
daerah dapat meningkatkan
penerimaannya tanpa menam-
bah beban wajib pajak.
Menurut Menkeu skema
opsen ini akan memberikan
kepastian penerimaan dan
keleluasaan belanja atas pe-
nerimaan pajak daerah dan
akan menyelesaikan persoal-

Peneliti Senior Komite Pe-
mantauan Pelaksanaan Oto-
nomi Daerah (KPPOD) Arman
Suparman mengatakan, pe-
merintah harus memperjelas
skema opsen pajak dalam
RUU HKPD tersebut. Perlu
ada batasan opsen pajak agar
tak membebani bagi wajib
pajak. "Perlu dikaji, apakah
opsen pajak akan menimbul-
kan beban baru bagi pemba-

yang sceharusnya diambil oleh
kabupaten atau kota? Ini yang
belum clear di RUU HKPD,"
ujar Arman,

Arman juga menambahkan
bahwa RUU HKPD belum
mengatur dengan baik terkait
dengan administrasi perpa-
jakan. [a menilai hal ini yang
Jjustru selama ini menjadi sa-
lah satu akar persoalan di
daerah sehingga menyebab-

an yang sering muncul karena
skema dana bagi hasil pajak

Perubahan Tarif PKB
1. Kendaraan pribadi
a. Kendaraan berbahan bakar fosil il
Rentang (range) tarif pajak kendaraan bermotor
(PKB) untuk kepemilikan pertama diturunkan
dari 1%-2% menjadi 1%-1,5%. Sedangkan
kepemilikan kedua dan seterusnya diturunkan
dari 2%-10% menjadi 0%-8%

b. Kendaraan listrik
Dikenakan tarif 0%-0,5% baik untuk kepemi-
likan pertama maupun kepemilikan kedua dan
seterusnya.

. Kendaraan angkutan umum, ambulans, pem-
adam, sosial keagamaan, kendaraan pemerintah
pusat, dan pemerintah daerah.

Diturunkan dari 0,5%-1% menjadi 0%-0,5% un-
tuk kendaraan berbahan bakar fosil, dan menjadi
0%-0,1% untuk kendaraan listrik.
3. Angkutan karyawan dan angkutan sekolah yang
dalam UU Pajak Dan Retribusi Daerah (PDRD)
disamakan dengan kendaraan pribadi.

S}

yar pajak, atau opsen pajak
yang diambil oleh provinsi

kan daerah tidak optimal da-
lam meningkatkan PAD. =

4. Penerapan PKB pada provinsi ibukota negara.
Tarif PKB diubah dari 1%-2% menjadi 1,5%-
2,5% untuk kepemilikan pertama. Serta dari
range 2%-10% menjadi paling tinggi 12% untuk
kepemilikan kedua.

5. Dalam RUU HKPD, dikenakan tambahan opsen
PKB untuk kabupaten/kota sebesar 40% dari tarif
yang ditetapkan provinsi yang bersangkutan.

Tarif BBNKB

Tarif maksimum bea balik nama kendaraan bermotor
(BBNKB) sama dengan pengaturan di UU PDRD. Na-
mun ada tambahan opsen sebesar 30% dari besaran
beban BBNKB yang diterapkan dalam UU PDRD.

Tarif Pajak MBLB

Tarif maksimum pajak mineral bukan logam dan
bebatuan (MBLB) kabupaten/kota diturunkan dari
25% menjadi 20% untuk mengakomodasi pengatu-
ran opsen pajak MBLB untuk provinsi sebesar 25%
dari tarif pajak MBLB kabupaten/kota.

Sumber: Naskah Akademik RUU HKPD
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